PENGARUH DANA PERIMBANGAN DALAM MENGURANGI
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

(Skripsi)

Oleh

DINA MARSELLA
2111031042

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025



PENGARUH DANA PERIMBANGAN DALAM MENGURANGI
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Oleh

DINA MARSELLA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025



ABSTRAK

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DALAM MENGURANGI
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Oleh

DINA MARSELLA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH),
Dana Alokasi Umu (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (DBOK), dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan
(DBOP) dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia
selama periode 2020-2024. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kuantitatif, metode dalam penelitian menggunakan metode analisis regresi data
panel dengan model Random Effect Model (REM) yang terpilih sebagai model
terbaik berdasarkan uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DBH berpengeruh negatif dan signifikan
dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, sedangkan DBOP berpengaruh
positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan
pentingnya optimalisasi penggunaan dana perimbangan sebagai instrumen utama
pemerintah dalam mendorong pembangunan dan menurunkan ketimpangan

pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Ketimpangan Pendapatan, Desentralisasi Fiskal,

Federalisme Fiskal, Data Panel



ABSTRACT

THE EFFECT OF BALANCING FUNDS IN REDUCING INCOME
INEQUALITY IN INDONESIA

By

DINA MARSELLA

This study aims to analyze the effect of Revenue Sharing Funds (DBH), General
Allocation Funds (DAU), Physical Special Allocation Funds (DAK Fisik), Health
Operational Assistance Funds (DBOK), and Education Operational Assistance
Funds (DBOP) in reducing income inequality in 34 provinces in Indonesia during
the period 2020-2024. The approach used is quantitative, with the research method
employing panel data regression analysis using the Random Effect Model (REM),
which was selected as the best model based on the Hausman test and the Lagrange
Multiplier (LM) test. The results show that DAU and DBH have a negative and
significant effect in reducing income inequality, while DBOP has a positive and
significant effect on income inequality. These findings highlight the importance of
optimizing the use of fiscal equalization funds as the government's primary

instrument in promoting development and reducing income inequality in Indonesia.

Keywords: Fiscal Equalization Funds, Income Inequality, Fiscal Decentralization,

Fiscal Federalism, Panel Data
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan
berkelanjutan yang ada pada setiap negara, termasuk di Indonesia. Permasalahan
ini juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 10 yang
salah satu tujuannya ialah mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, yang ada
di dalam negara maupun antar negara. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan
pendapatan masih menunjukkan bahwa pencapaian SDGs Nomor 10 masih
memerlukan strategi yang lebih efektif dalam distribusi sumber daya ekonomi.
Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal
melalui alokasi dana perimbangan yang bertujuan untuk membantu daerah dalam
membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik serta
mengurangi ketimpangan sumber pendanaan yang ada pada pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

World Bank menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan
negara berkembang yang sulit diselesaikan. Di Indonesia hampir seluruh daerah
menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan utama dalam pembangunan
ekonomi. Upaya mengatasi kemiskinan ini tidak dapat dilakukan secara terpisah
dari kondisi ekonomi, pendiddikan, kesehatan, dan masalah kompleks lainnya

yang berkaitan dengan kemiskinan (Salsabila dkk., 2022).



Gambar 1.1 Perkembangan Rasio Gini di Indonesia Periode September 2020-
2024
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio gini nasional pada maret 2024
tercatat menurun menjadi sebesar 0,379 dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023.
Namun, angka tersebut masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang dan
mencerminkan distribusi pendapatan yang berjalan relatif lambat. Ketimpangan
pada daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dari daerah perdesaan. Tercatat pada
bulan Maret 2024 daerah perkotaan memiliki indeks rasio gini sebesar 0,399,
sedangkan daerah perdesaan memiliki indeks rasio gini lebih rendah di angka
0,306. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada daerah perkotaan lebih
berpeluang mengalami kesenjangan ekonomi, sementara masyarakat daerah

perdesaan relatif memiliki distribusi yang lebih merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada masyarakat berpotensi
menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial, yang

akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi negara (Bakar & Rahmawan,



2021). Jika tidak segera diatasi, kesenjangan juga dapat memperburuk akses
masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti kesehatan

dan Pendidikan, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan jangka panjang

(Rahma, 2024).

Melalui teori federalisme fiskal (fiscal federalism), yang menekankan
pentingnya peran pemerintah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya,
pemerataan distribusi, serta stabilitas ekonomi antar daerah. Menurut Musgrave &
Musgrave (1984) dan Oates (1972) dalam teori federalisme fiskal, pemerintah
pusat dinilai lebih efektif untuk menjalankan fungsi dari stabilitas ekonomi dan
distribusi pendapatan, sedangkan pemerintah daerah diarahkan untuk
melaksanakan fungsi alokasi sumber daya melalui desentralisasi. Penerapan
kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah daerah. Peraturan ini mengatur bahwa Dana perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan terdiri dari Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, meningkatkan
kemampuan keuangan antar daerah, serta meningkatkan penyediaan layanan

publik yang lebih berkualitas.

Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan
vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi
sumber daya yang dimiliki oleh daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan
dengan prinsip by origin, sementara penyaluran DBH berdsasarkan based on
actual revenue atau penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun

anggaran berjalan.

Dana alokasi umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-
Daerah, dana ini bersifat “block grant” yaitu pemerintah daerah memiliki
kebebasan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Besaran

DAU ditetapkan dengan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN)



Neto. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan dari besar atau kecilnya celah
fiskal (fiscal gap) daerah tersebut, yang merupakan selisih antara kebutuhan
daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity) Yuliantoni & Indra Arza
(2021). Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan kebutuhan fiskal
yang rendah maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah
yang rendah. Sebaliknya daerah yang memilki kapasitas fiskal yang rendah dan
kebutuhan kapasitas yang tinggi maka akan memperoleh DAU dalam jumlah yang
lebih besar (Muda & Ridha, 2018).

Selain itu, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) merupakan salah satu
bagian dari dana khusus yang bersifat earmarked grant, artinya penggunaannya
ditentukan untuk menadanai kegiatan tertentu seperti pembangunan jalan, irigasi,
trnsportasi, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas
nasional. Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur di
suatu wilayah merupakan faktor penting yang menentukan derajat kecepatan serta
perluasan pembangunan ekonomi. Seiring berlanjutnya pertumbuhan,
pembangunan infrasturktur juga akan mengalami pemerataan dan akan diikuti

pemerataan pendapatan sehingga ketimpangan akan berkurang.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam
perakonmian suatu negara. Peningkatan investasi dalam Pendidikan dan
kesehatan merupakan bentuk investasi produktif yang dapat meningkatkan
kemampuan, keterampilan, dan produktivitas individu, sehingga berdampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan (Arbianti &
Suchaina, 2025). Pendidikan berperan penting dalam membekali masyarakat
dengan keterampilan dan pengetahuan yangdibutuhkan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, kesehatan yang baik
memungkinkan individu untuk bekerja secara produktif dan optimal, sehingga

mampu memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Kaloko dkk., 2025).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kedua aspek tersebut melalui
kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam bentuk Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (DBOK) dan Dana Bantuan Operasional Pendididkan



(DBOP). Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan akses serta kualitas
pelayanan dasar di bidang kesehatan dan Pendidikan, terutama bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Melalui DBOK, penerintah berupaya memperluas layanan
kesehatan dasar, menekan angka kematian ibu dan anak, serta prevalensi stunting
yang berdampak jangka panjang terhadap produktivitas masnusia. Sementara itu,
DBOP diarahkan untuk mendukung pemerataan kesempatan Pendidikan,
membiayai operasional sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan

meningkatkan kualitas Pendidikan dengan pengembangan kompetensi pendidik.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizi (2018) menunjukkan bahwa DBH
berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini juga dibuktikan oleh Purba &
Simandjorang (2024) bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan pada
Pemerintah di Sumatera Utara yang dapat merancang dan mengelola DBH dengan
baik sehingga mampu untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Semakin
tinggi DBH pada suatu daerah maka tingkat ketimpangan pendapatan daerah akan
menurun. Namun berbeda dalam penelitian Ridho & Wijayanti (2022) bahwa Dana
Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap terhadap penurunan ketimpangan

pendapatan.

Menurut Ridho & Wijayanti (2022) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif
terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jika jumlah DAU ditingkatkan
maka ketimpangan pendapatan di Indonesia akan semakin berkurang. Besaran
belanja pegawai pada pemerintah daerah yang bersumber dari DAU perlu untuk
dikurangi dan dialihkan untuk belanja modal supaya perekonomian daerah
mampu tumbuh dan berkembang. Sedangkan Azizi (2018) dan Purba &
Simandjorang (2024) menemukan bahwa DAU memiliki hubungan positif
signifikan terhadap indeks gini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho & Wijayanti (2022) dan Purba &
Simandjorang (2024) ditemukan bahwa alokasi DAK Fisik tidak signifikan dalam
menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan yang ada pada pemerintah daerah di
Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena kurangnya dukungan dari pemerintah

Indonesia serta pemerintah daerah di Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut



juga diperkuat oleh Qomariyah & Priyarsono (2016) yang menyatakan bahwa
DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum dapat menurunkan ketimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Simandjorang (2024) pada
pemerintah daerah di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (DBOK) dapat dikelola dengan baik secara efisien dan
tepat sasaran, sehingga realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor Kesehatan
dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hasil tersebut juga diperkuat oleh
Furceri dkk. (2021) menyatakan bahwa dengan belanja pemerintah dalam sektor
Kesehatan dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan saat

pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Simandjorang (2024) menunjukkan
bahwa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan di Sumatera Utara. situasi
tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengelola dengan
baik, penggunaan DBOP lebih difokuskan pada pengeluaran operasional, dan
kurangnya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan jumlah
tenaga pendidik yang ada pada daerah tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian
oleh Wirandana & Khoirunurrofik (2022) mengatakan bahwa pengelolaan DBOP
belum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Sehingga, DBOP dapat
mencapai hasil yang baik dan mencegah ketimpangan. Penelitian Arshed dkk.
(2019) menunjukkan bahwa DBOP berpengaruh positif terhadap ketimpangan

pendapatan.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil
tidak konsisten sehingga terdapat research gap serta kurangnya efektifitas dana
perimbangan yang masih perlu dikaji lebih lanjut, dan terbatasnya referensi
mengenai fungsi Dana Bantuan Alokasi Kesehatan dan Dana Bantuan Alokasi
Pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini dianggap menarik serta relevan
untuk diteliti kembali. Nilai keterbaruan dalam penelitian ini terdapat pada objek
yang digunakan, yaitu pemerintah provinsi yang ada di Indonesia dalam periode

waktu tahun 2020-2024. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin untuk meneliti



kembali topik dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan Dalam Mengurangi

Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terjadinya masalah tersebut, maka dirumuskan

beberapa rumusan masalah:

1.
2.
3.

Apakah Dana Bagi Hasil dapat menurangi ketimpangan pendapatan?
Apakah Dana Alokasi Umum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan?
Apakah Dana Alokasi Khusus Fisik dapat mengurangi ketimpangan

pendapatan?

. Apakah Dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat mengurangi ketimpangan

pendapatan?

. Apakah Dana Bantuan Operasional Pendidikan dapat mengurangi ketimpangan

pendapatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang terjadi, tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan

pendapatan.

. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

ketimpangan pendapatan.

. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK fisik) terhadap

ketimpangan pendapatan.

. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK)

terhadap ketimpangan pendapatan.

. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP)

terhadap ketimpangan pendapatan.

1.4 Manfaat Penelitian

l.

Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

keuangan publik dan daerah



2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi
Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya
terkait keuangan daerah amupun kebijakan fiskal. Hasil penelitian ini juga
dapat memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Bantuan
Operasional Kesehatan, dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan
terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah
Bagi Pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat
memberikan masukkan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam merumuskan kebijakann fiskal agar lebih tepat sasaran, sehingga
distribusi dana tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal daerah tetapi

juga mampu menurunkan ketimpangan antarwilayah.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (Fiscal Federalism)

Suatu pendekatan dalam studi keuangan publik yang memahami hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah dengan teori
federalisme fiskal, menurut Musgrave (1984) dan Oates (1972) teori ini
menekankan pentingnya revenue dan expenditure assignment antar tingkat
pemerintahan dengan tujuan meningkatakan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah yang berada lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan
pemerintah pusat, diharapkan dapat lebih mengetahui kondisi serta kebutuhan
masyarakat sehingga dengan kewenangan yang diberikan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Konsep federalisme fiskal menjadi pedoman penting
bagi pemerintah dalam menyusun rancangan kebijakan keuangan, baik di tingkat
nasional maupun daerah (subnasional). Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu
negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam

pemerintahannya (Kenyon, 2018).

Menurut Amalia & Haryanto (2019) teori federalisme fiskal merupakan
teori yang menjelaskan hubungan antara desentralisasi dengan aspek ekonomi,
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menggambarkan
bagaimana pemerintah pusat merancang berbagai alokasi anggaran yang akan
diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan menambah pendapatan

pemerintah daerah sehingga dapat direalisasikan melalui berbagai program
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kebijakan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat

mensejahterakan dan mengurangi angka kemiskinan.

Dalam berbagai literatur mengenai federalisme fiskal, terdapat dua
pendekatan teoritis yang digunakan untuk menganalisis dampak desentralisasi
terhadap perekonomian, yaitu traditional theories (first generation theories) dan
new perspective theories (second generation theorities). Teori federalisme fiskal
juga menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjaga
stabilitas ekonomi makro dan melakukan redistribusi pendapatan sebagai bantuan
bagi masyarakat miskin. Fungsi stabilitas makro, yaitu memelihara perekonomian
tetap berada pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan menjaga stabilitas
harga. Sedangkan redistribusi pendapatan, yaitu menciptakan distribusi
pendapatan yang adil dengan menciptakan pajak progresif (Sihombing dkk.,
2024).

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang dialokasikan oleh
pemerintah pusat untuk mendanai seluruh kegiatan daerah yang bertujuan untuk
menciptakan otonomi daerah agar suatu daerah tidak merasakan kesenjangan
(Periansya dkk., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang
telah direvisi menjadi UU Nomor 1 Tahun 2022. tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana
ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang ada di berbagai daerah,
sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan

pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

2.2.1 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana bagi hasil
(DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan
untuk daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai berbagai kebutuhan
daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Bagi Hasil

bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan
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daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah

penghasil.

Pembagian DBH dilakukan dengan prinsip by origin, sementara
penyaluran DBH berdsasarkan based on actual revenue atau penyaluran DBH
berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Dana Bagi Hasil
(DBH) terdiri atas penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan

pajak (Sumber Daya Alam). Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

1. Penerimaan Pph Pasal 21 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri, dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintahan; 8% untuk Provinsi
yang bersangkutan; 12 % untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang
bersangkutan.

2. Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dibagi
dengan imbang 20% untuk Pemerintahan; 16% untuk Provinsi yang
bersangkutan; 64% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibagi dengan imbang 10%
untuk Pemerintahan; 16,2% untuk Provinsi yang bersangkutan; 64,8% untuk
Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 9% untuk biaya pemungutan.

4. Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Cukai Hasil Tembakau, dibagi dengan
imbang 30% untuk Provinsi yang penghasil; 40% untuk Kabupaten/Kota
penghasil; 30% Kabupaten/Kota Lainnya.

DBH Sumber Daya Alam terdiri dari:

1. Kehutanan berasal dari:

a. luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (ITUPH), dibagi dengan imbang 20%
untuk Pemmerintah; 16% untuk Provinsi yang bersangkutan; 64%
Kabupaten/Kota penghasil

b. Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), dibagi dengan imbang 20% untuk
Pemerintah; 16% Provinsi yang bersangkutan; 32% untuk Kabupaten/Kota
penghasil; 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya.
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c. Dana Reboisasi dibagi dengan imbang 60% untuk Pemerintahan; 40%
untuk Kabupaten/Kota penghasil.

2. Pertambangan Umum
a. luran Tetap (Land-rent), dibagi dengan imbang 20% untuk Pemmerintah;

16% untuk Provinsi yang bersangkutan; 64% Kabupaten/Kota penghasil.

b. Turan Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty), dibagi dengan imbang
20% untuk Pemerintah; 16% Provinsi yang bersangkutan; 32% untuk
Kabupaten/Kota penghasil; 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya.

3. Perikanan dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintahan dan 80% untuk
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Pertambangan Minyak Bumi dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi
komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbang 84,5% untuk
Pemerintahan; 5,17% untuk Provinsi yang bersangkutan; 10,33% untuk
Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

5. Pertambangan Gas Bumi dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi
komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbang 69,5% untuk
Pemerintahan; 6,1% untuk Provinsi yang bersangkutan; 24,4% untuk
Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

6. Pertambangan Panas Bumi dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintahan;
16% untuk Provinsi yang bersangkutan; 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil;

32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

2.2.2 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi
umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan
untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Besaran DAU ditetapkan dengan minimal 26% dari Pendapatan

Dalam Negeri (PDN) Neto.

Alokasi DAU bersifat “block grant” yaitu pemerintah daerah memiliki

kebebasan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah dengan
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kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah
ditentukan dari besar atau kecilnya celah fiskal (fiscal gap) daerah tersebut, yang
merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal
capacity) (Yuliantoni & Indra Arza, 2021). Kebutuhan fiskal merupakan
kebutuhan pembiayaaan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kapasitas fiskal menggambarkan
kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, terutama melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi
dan kebutuhan fiskal yang rendah maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum
(DAU) dalam jumlah yang rendah. Sebaliknya daerah yang memilki kapasitas
fiskal yang rendah dan kebutuhan kapasitas yang tinggi maka akan memperoleh
DAU dalam jumlah yang lebih besar (Muda & Ridha, 2018). Perhitungan Dana
Alokasi Umum (DAU) dirumuskan sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai negeri Sipil Daerah
(PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-
kebijakan lain terkait dengan penggajian. Celah Fiskal dirumuskan sebagai

berikut:

CF =Kebutuhan Fiskal (total belanja daerah rata-rata) — Kapasitas Fiskal
(PAD + DBH)

2.2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu bagian
dari Belanja Daerah yang dialokasikan dari APBN ke Daerah dan Desa dengan
tujuan mendanai pelaksanaan urusan yang diberikan ke Daerah dan Desa. Dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 dijelaskan bahwa Dana
Alokasi Fisik (DAK Fisik) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada
daerah tertentu yang bertujuan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana
dan prasarana layanan publik daerah sebagai upaya untuk mencapai prioritas

nasional, mempercepat pembangunan daerah dengan karakteristik tertentu dalam
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rangka mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah otonom. Menurut fungsinya, Dana Alokasi

Fisik dibedakan menjadi tiga dengan tujuan sebagai berikut:

1. DAK Fisik Reguler, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan
masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.

2. DAK fisik Penugasan, bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas
nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan
spesifik dan Lokasi prioritas tertentu.

3. DAK Fisik Afirmasi, bertujuan untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur dan pelayanan dasar padalokasi prioritas yang termasuk

kategori derah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Dalam penerapan kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik terdapat beberapa
langkah-langkah yang harus terpenuhi. Pertama, penetapan Program dan
Kegiatan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah harus memuat program dan
kegiatan yang akan didanai oleh DAK Fisik merupakan program yang menjadi
prioritas nasional. Kegiatan dan program diusulkan oleh Kemeterian Teknis
yang melalui proses koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri

Keuangan, dan Menteri Negara dan Perencanaan Nasional.
Penetuan daerah penerima DAK Fisik harus memenuhi kriteria berikut:

1. Kiriteria umum, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang
terlihat dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah.

2. Kriteria khusus, ditetapkan berdasarkan peraturana perundang-undangan
yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

3. Kiiteria Teknis, ditetapkan melalui indeks teknis oleh Menteri teknis
terkait dan disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang

akan didanai dari DAK.
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2.2.4 Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Kesehatan memiliki peran yang penting dalam menciptakan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi
rendahnya derajat kesehatan adalah besaran alokasi pembiayaan di sektor
kesehatan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari
pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk membantu
pemerintah daerah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk mempercepat Millenium
Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja puskesmas dan
jaringannya serta Pos Kesehatan Desa (Poskedes) dan Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan (Septyantie &
Cahyadin, 2013). Sumber daya masyarakat yang sehat akan berdampak pada
peningkatan produktivitas dalam bekerja, oleh karena itu, kebijakan pemerintah
yang mempriorotaskan belanja kesehatan dapat membantu mencapai tujuan

pengurangan ketimpangan pendapatan (Rindiani dkk., 2025)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 menyatakan bahwa
sebagai upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang
bertujuan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan
dukungan dana transfer ke daerah berupa bantuan operasional kesehatan melalui
dana alokasi khusus non fisik. Dana Bantuan Alokasi Kesehatan terdiri atas
DBOK Dinas Provinsi dan DBOK Puskesmas Kabupaten/Kota yang

perhitungannya mempertimbangkan:

1. Jumlah penduduk

2. Luas wilayah kerja

3. Kondisi epidemologi dan karakteristik daerah
4

. Realisasi penyerapan anggaran dan kepatuhan penyampaian laporan

2.2.5 Dana Bantuan Operasional Pendidikan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 yang
menyatakan bahwa Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) merupakan bagian

dari DAK non Fisik yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional non
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personalia satuan pendiddikan. Dalam pengelolaan Dana BOSP harus berdasarkan

Prinsip:

1. Flaksibel, dalam pengelolaan dana harus dialokasikan sesuai kebutuhan
pada satuan Pendidikan dan berdasarkan komponen penggunaan dana.

2. Efektif, dalam pengelolaan dana diharapkan dapat memberikan hasil,
pengaruh dan berdaya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan
Pendidikan.

3. Efisien, dalam pengelolaan dana diupayakan dapat meningkatkan kualitas
belajar Peserta Didik dengan dana yang minimal dan memiliki hasil yang optimal.
4. Akuntabel, dalam pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara
keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

5. Transparan, dalam pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan
mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan

Pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) dibagi menjadi tiga (3)
jenis, yaitu: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP
Pendidikan Kesetaraan). Alokasi dihitung berdasarkan besaran satuan biaya
masing- masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang terdaftar di

Dapodik.

2.3 Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro & Smith (2006) ketimpangan pendapatan adalah
ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat dalam suatu
wilayah yang sama. Ketimpangan pendapaatan juga dapat diartikan sebagai
perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi antara masyarakat berpendapatan tinggi
dan berpendapatan rendah yang terlihat dari pendapatan yang mereka peroleh.

Selanjutnya, menurut Kuncoro (2010) ketimpangan pendapatan ini terjadi karena
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adanya perbedaaan sumber daya alam, kondisi geografis, dan faktor produksi

yang ada pada masing-masing daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) Gini Ratio atau sering disebut
indeks gini merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan
distribusi pendapatan. Formula yang digunakan untuk menghitung gini rasio

adalah sebagai berikut:

n
GR=1- zfi(yi +Yi_1)
i—0

Dimana:

GR = Gini Ratio

fi = Jumlah persentase penduduk dalam tingkat pendapatan ke-i
Y; = Jumlah persentase kumulatif penghasilan hingga kelas-i
Y;_1 =Jumlah persentase kumulatif penghasilan pada kelas sebelumnya (i-1)

Perhitungan rasio gini dilakukan dengan membagi penduduk ke dalam 10
kelompok penduduk (decile) mulai dari 10% penduduk pendapatan terendah
hingga 10% penduduk berpendapatan tertinggi. Kemudian menentukan besarnya
persentase pendapatan yang diterima oleh setiap kelompok, selanjutnya
menjumlahkan pendapatan kelompok tersebut secara kumulatif. Nilai f;(¥; +
Y;_1) menggambarkan kontribusi relatif tiap kelompok pendapatan terhadap
pemerataan distribusi pendapatan. stelah seluruh nilai dijumlahkan, nilai tersebut

akan dikurangi 1 untuk memperoleh nilai gini rasio (BPS, 2011).

Indeks Gini menghasilkan rentang nilai antara 0 dan 1, dimana nilai yang
semakin rendah atau mendekati nol (0) menunjukkan distribusi pendapatan yang
semakin merata pada wilayah tersebut. Namun sebaliknya, rentang nilai yang
semakin besar atau mendekati satu (1) menunjukkan pendapatan yang tidak
merata atau semakin tinggi ketimpangan pendapatan pada wilayah tersebut.

Indeks gini yang berada dibawah 0,30 termasuk pada Tingkat Ketimpangan
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Pendapatan (TKP) rendah, indeks 0.30 — 0,50 termasuk pada TKP sedang, dan
indeks diatas 0,50 termasuk pada TKP tinggi (Andrianus & Said, 2006).

Tabel 2. 1 Kategori Indeks Gini

Nilai Keterangan

<0.30 Tingkat Ketimpangan Rendah
0.30-0.50 Tingkat Ketimpangan Sedang

>0.50 Tingkat Ketimpangan Tinggi

2.4 Penelitian Terdahulu

Sumber: Andrianus & Said (2006)

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang

dijadikan referensi, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No | Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

1. | Purba &
Simandjorang

(2024)

Pengaruh Dana
Perimbangan dalam
Mengurangi
Ketimpangan Pendapatan
dan Mendorong
Pertumbuhan Pendapatan

di Sumatera Utara

DBH berpengaruh negatif
dan signifikan, DBOK dan
DAU berpengaruh positif
signifikan terhadap
penurunan ketimpangan
pendapatan. Sedangkan
DAK Fisik, dan DBOP
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
penurunan pendapatan di

Sumatera Utara.

2. | Azizi (2018)

Dampak Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi
Khusus, dan Dana Bagi
Hasil Terhadap
Ketimpangan Produk

Dana Bagi Hasil dan Dana
Alokasi Khusus memiliki
pengaruh yang negatif dan
signifikan. Sedangkan Dana

Alokasi Umum memiliki
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Domestik Regional Bruto

di Provinsi Sulawesi

pengaruh positif dan
signifikan terhadap

Selatan Periode 2005- ketimpangan di Provinsi
2014 Sulawesi Selatan.
Ridho & Analisis Pengaruh Dana | Dana Alokasi Umum
Wijayanti Alokasi Umum, Dana berpengaruh negatif dan
(2022) Alokasi Khusus, Dana signifikan terhadap
Bagi Hasil Pajak, dan ketimpangan pendapatan.
Pertumbuhan Ekonomi Dana Alokasi Khusus dan
Terhadap Ketimpangan Dana Bagi Hasil tidak
Pendapatan di Indonesia | berpengaruh yang terhadap
Tahun 2015-2020 penurunan ketimpangan
pendapatan.
Wirandana & Educational Inequality in | Dana Alokasi Khusus
Khoirunurrofik | Indonesia: Are memiliki hubungan positif
(2022) Intergovermental Fiscal dengan rasio gini
Transfer Effective in pendidikan. Dana Alokasi
Reducing the Gap? Umum berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
rasio gini Pendidikan.
Maulina dkk. Pengaruh PAD, Dana DBH, DAU, dan DAK
(2021) Perimbangan, Belanja berpengaruh positif
Model, dan Ukuran terhadap kinerja keuangan.
Pemerintah Daerah Hasil ini mengindikasikan
Terhadap Kinerja pemerintah masih kurang
Keuangan Pemerintah dalam mengelola
Daerah pendapatan.
Qomariyah & | Dampak Transfer Fiskal | DAK fisik maupun non
Priyarsono dan Belanja Modal fisik belum berpengaruh

(2016)

Pemerintah Daerah
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Terhadap Perekonomian

terhadap penurunan

inequality: The case of

Asian economies

Sektoral, Ketimpangan ketimpangan.
dan Kemiskinan di
Indonesia
7. | Arshed dkk. Education stock and its DBOP berpengaruh positif
(2019) implication for income terhadap ketimpangan

pendapatan

&. | Rindiani dkk.
(2025)

Peran pengeluaran
pemerintah fungsi
Pendidikan, kesehatan,
dan perlindungan sosial
terhadap ketimpangan di

Indonesia

Belanja pemerintah pada
fungsi Pendidikan,
kesehatan, dan sosial
berpengaruh negative dan

signifikan dalam

menurunkan ketimpangan

dalam jangka panjang

maupun jangka pendek.

2.5 Kerangka Konseptual

Berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini:

Dana Bagi
Hasil

KETIMPANGAN

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

PENDAPATAN
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2.6 Pengembangan Hipotesis
2.6.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Ketimpangan

Pendapatan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana bagi hasil
(DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan
untuk daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai berbagai kebutuhan
daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Alokasi Dana Bagi Hasil
bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan kemampuan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya yang
dimiliki oleh daerah tersebut. DBH tidak hanya diberikan kepada daerah
penghasil, tetapi juga dibagi kepada daerah lain non-penghasil yang berada dalam
satu wilayah provinsi, sehingga daerah dengan keterbatasan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tetap memperoleh tambahan fiskaluntuk memebiayai pembangunan
wilayahnya (Purwowidhu, 2023). Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui
DBH memungkinkan pemerintah daerah memperbaiki dan memperluas kualitas
layanan publik yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas serta membuka
akses ekonomi masyarakat secara lebih merata. Dengan peningkatan pelayanan
publik yang lebih merata maka masyarakat memiliki peluang usaha yang lebih
luas dan dapat meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya dapat mendorong

pemerataan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizi (2018) menunjukkan bahwa DBH
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpaangan pendapatan, artinya
semakin tinggi DBH yang diterima suatu daerah, semakin rendah tingkat
ketimpangan pendapatannya. Temuan ini juga dibuktikan oleh Purba &
Simandjorang (2024) pada pemerintah daerah di Sumatera Utara yang dapat
merancang dan mengelola DBH dengan baik sehingga mampu untuk menurunkan
ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang dapat

dirumuskan adalah:

H = Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan

pendapatan
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2.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Ketimpangan
Pendapatan

Dana Alokasi Umum (DAU), sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun
2004, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU ditetapkan dengan minimal 26% dari
Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto dan bersifat “block grant” yaitu
pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam penggunaan DAU sesuai dengan

kebutuhan daerah dengan kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan dari besar atau kecilnya
celah fiskal (fiscal gap) daerah tersebut, yang merupakan selisih antara kebutuhan
fiskal daerah (fiscal need) untuk menyediakan layanan publik dan kesejahteraan
masyarakat, dengan kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity) yang diukur dari
kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, terutama melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yuliantoni & Indra Arza, 2021). Karena itu,
daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kebutuhan fiskal tinggi akan
memperoleh DAU lebih besar dibandingkan daerah yang kondisi fiskalnya lebih
baik (Muda & Ridha, 2018).

Menurut Putri & Natha (2014) DAU menjadi instrumen penting untuk
mendukung pelayanan publik dasar dan pembangunan ekonomi, jika jumlah DAU
dipergunakan guna mendanai belanja pembangunan dibandingkan belanja rutin.
Ketika DAU diarahkan pada belanja pembangunan seperti peningkatan
infrastruktur produktif serta program pebguatan SDM, maka DAU mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat,
dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah
(Sari, 2025). Kondisi ini pada akhirnya membantu menurunkan tingkat
ketimpangan pendapatan antar masyarakat maupun antar wilayah (Ridho &

Wijayanti, 2022). Oleh karena itu, hipotesis kedua yang dapat dirumuskan adalah:

H,=Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan

pendapatan
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2.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Terhadap
Ketimpangan Pendapatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 menjelaskan bahwa
Dana Alokasi Fisik (DAK Fisik) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN
yang bertujuan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana
layanan publik daerah sebagai upaya untuk mencapai prioritas nasional,
mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik,

dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonom.

Menurut Chotia (2017) infrastruktur dapat berperan ganda. Apabila
infrastruktur dibangun secara merata dapat meningkatkan akesesibilitas
masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang lebih luas,
sehingga berkontribusai pada pemerataan pendapatan. namun, apabila
pembangunan infrastruktur hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, maka

kesenjangan ekonomi akan meningkat.

Penelitian Wahyuni dkk. (2021) menemukan bahwa DAK Fisik pada
bidang jalan, bidang sanitasi, bidang perumahan dan pemukiman, bidang kelautan
dan perikanan, bidang bidang pariwisata dan bidang pasar berkontribusi
menurunkan tingkat kemiskinan yang pada akhirnya akan menurunkan
ketimpangan pendapatan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sari (2025) yang
menyatakan bahwa peningkatan DAK Fisik yang diiringi peningkatan
pembangunan infrastruktur di setiap daerah mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah dan mempersempit kesenjagan antar kelompok pendapatan. Oleh

karena itu, hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah:

H3;= Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) berpengaruh negatif terhadap

ketimpangan pendapatan
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2.6.4 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) Terhadap
Ketimpangan Pendapatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 menyatakan bahwa
sebagai upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang
bertujuan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan
dukungan dana transfer ke daerah berupa bantuan operasional kesehatan melalui
dana alokasi khusus non fisik. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK)
merupakan Dana yang dialokasikan Untuk membantu mendanai kegiatan
operasional di bidang kesehatan yang ada di daerah sesuai dengan program
prioritas nasional bidang Kesehatan. Alokasi anggaran tersebut meliputi
peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan, dan pencegahan penyakit (Rindiani dkk., 2025) .

Kesehatan memiliki peranan yang penting, kondisi kesehatan dan gizi
yang buruk khususnya pada ibu dan anak akan menciptakan generasi yang
berkualitas buruk. Sedangkan generasi yang sehat dan bergizi baik akan
menghasilkan otak yang cerdas dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada
tingkat mikro yaitu individual dan keluarga, kesehatan merupakan dasar bagi
produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar disekolah. Tenaga kerja yang sehat
secara fisik dan mental akan lebih kuat dan produktif sehingga mendapatkan
penghasilan yang tinggi. Sedangkan pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat
kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan
kemiskinan, pertumbuhan penduduk, dan meratakan pendapatan serta ekonomi

masyarakat (Septyantie & Cahyadin, 2013) .

Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Simandjorang (2024) pada
pemerintah daerah di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (DBOK) dapat dikelola dengan baik secara efisien dan
tepat sasaran, sehingga realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor Kesehatan
dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hasil tersebut juga diperkuat oleh
Furceri dkk. (2021) menyatakan bahwa belanja pemerintah dalam sektor

kesehatan dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan saat
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pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang dapat dirumuskan

adalah:

H,= Dana Bntuan Operasional Kesehatan (DBOK) berpengaruh negatif

terhadap ketimpangan pendapatan

2.6.5 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) Terhadap
Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 yang
menyatakan bahwa Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) merupakan bagian
dari DAK non Fisik yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional non
personalia satuan pendiddikan. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP)
dibagi menjadi tiga (3) jenis, yaitu: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP
PAUD), dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
(BOP Pendidikan Kesetaraan).

Modal manusia sebagai investasi individu melalui pendidikan, pelatihan,
dan pengalaman kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Investasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas, baik secara indivual maupun
kolektif. Modal manusia memiliki karakteristik unik, yakni tidak dapat
diperjualbelikan, bersifat jangka panjang, dan memberikan potensi keuntungan
besar di masa depan. Pendidikan berperan signifikan dalam mendorong
pembangunan ekonomi, karena individu berpendidikan tinggi memiliki peluang
lebih besar untuk pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik (Nurani & Solihin,
2025). Peningkatan tingkat Pendidikan baik secara langsung maupun tidak
langsung akan mempengaruhi penurunan ketimpangan pendapatan (P. Sari dkk.,
2024). Semakin merata akses pendidikan dan semakin tinggi kualitas
pembelajaran, maka semakin kecil peluang terjadinya ketimpangan distribusi
pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu dengan pendidikan
lebih tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan
yang layak, penghasilan yang lebih tinggi, serta mobilitas ekonomi yang lebih
baik. Sebaliknya, individu yang berpendidikan rendah sering terjebak di sektor
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informal dengan pendapatan yang rendah, pada akhirnya memperlebar

ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadila & Idris (2025) menunjukkan bahwa Dana
Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) berpengaruh signifikan terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat. Kesadaran Masyarakat akan
pentingnya Pendidikan, baik bagi kemajuan individu maupun negara, menjadi hal
yang krusial. Dengan perubahan pola pikir Masyarakat, tujuan pembangunan

nasional untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dapat tercapai.
Oleh karena itu, hipotesis kelima yang dapat dirumuskan adalah:

Hs=Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) berpengaruh negatif
terhadap ketimpangan pendapatan



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunanakan metode analisis regresi data panel, yang
merupakan gabungan dari data time series tahun 2020 sampai 2024, dan cross-
sectional yang terdiri dari tiga puluh delapan (34) Provinsi di Indonesia. Penelitian
ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari postur transfer ke daerah dan
dana desa (TKDD) direktorat jenderal keuangan (DJPK), kementerian keuangan,
dan badan pusat statistik (BPS).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian
Populasi menurut Sekaran & Wiley (2003) mengacu pada seluruh
kelompok, orang, peristiwa, atau hal-hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini

populasi yang digunakan adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sekaran & Wiley (2003) sampel merupakan subkelompok atau
bagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu. Dengan
kata lain, tidak semua elemen populasi dapat menjadi sampel. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang
sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sample dalam penelitian ini
adalah Provinsi yang memiliki indeks rasio gini terdaftar di BPS dalam periode

2020-2024.



Tabel 3. 1 Kriteria Sampel Penelitian

28

No. | Kriteria Jumlah

1. | Provinsi di Indonesia 38

2. | Provinsi yang tidak memiliki data rasio gini 4)
lengkap selama periode 2020 — 2024

Sample 34

Tahun pengamatan (2020 — 2024) 5

Total sample penelitian 170

Tabel 3. 2 Sampel Penelitian

No | Nama Provinsi

No

Nama Provinsi

1. | Aceh 18. | Kepulauan Riau

2. | Bali 19. | Lampung

3. | Banten 20. | Maluku

4. | Bengkulu 21. | Maluku Utara

5. | DI Yogyakarta 22. | Nusa Tenggara Barat
6. | DKI Jakarta 23. | Nusa Tenggara Timur
7. | Gorontalo 24. | Papua

8. | Jambi 25. | Papua Barat

9. | Jawa Barat 26. | Riau

10. | Jawa Tengah 27. | Sulawesi Barat

11. | Jawa Timur 28. | Sulawesi Selatan

12. | Kalimantan Barat 29. | Sulawesi Tengah

13. | Kalimantan Selatan 30. | Sulawesi Tenggara
14. | Kalimantan Tengah 31. | Sulawesi Utara

15. | Kalimantan Timur 32. | Sumatera Barat

16. | Kalimantan Utara 33. | Sumatera Selatan

17. | Kepulauan Bangka Belitung 34. | Sumatera Utara
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Dengan waktu pengamatan selama tahun 2020-2024, sehingga didapatkan

sebanyak 170 data sampel.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel

independen sebagai variabel penelitian. Menurut Kothari C.R. (2004) jika suatu

variabel bergantung atau merupakan akibat dari variabel lainnya, maka variabel

tersebut disebut sebagai variabel dependen. Ketimpangan pendapatan merupakan

variabel dependen dalam penelitian ini. Sedangkan variabel independen menurut

Kothari C.R. (2004) merupakan variabel yang mempengaruhi atau penyebab

adanya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari
dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik
(DAK fisik), dana bantuan operasional kesehatan (DBOK), dana bantuan

operasional pendidikan (DBOP).

Tabel 3. 2 Definisi Variabel Operasional

Variabel Definisi Indikator Skala
Ukur

Ketimpangan | Gini Ratio atau sering CR=1-— zn:fpi(fci e Rasio
Pendapatan disebut indeks gini i=0 (0-1)
(Y) merupakan parameter

yang digunakan untuk

mengukur

ketimpangan distribusi Badan Pusat Statistik

pendapatan. (2024)

Badan Pusat Statistik

(2024)
Dana Bagi Berdasarkan UU No. | DBH= Bagi Hasil Pajak + | Nominal
Hasil (X1) 33 Tahun 2004, DBH | Bagi Hasil SDA

adalah dana yang

bersumber dari (UU No. 33 tahun 2004)
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pendapatan APBN,
yang dialokasikan
untuk daerah
berdasarkan
persentase tertentu
untuk mendanai
berbagai kebutuhan
daerah sebagai upaya
pelaksanaan

desentralisasi.

Dana Alokasi
Umum (X2)

Berdasarkan UU No.
33 Tahun 2004,
(DAU) ialah dana
yang bersumber dari
pendapatan APBN,
yang dialokasikan
dengan tujuan
pemerataan
kemampuan keuangan
antar-Daerah dan
untuk mendanai
berbagai kebutuhan
daerah dalam rangka
pelaksanaan

desentralisasi.

DAU= Alokasi Dasar +
Celah Fiskal

CF= Kebutuhan Fiskal —
Kapasitas Fiskal

(UU No. 33 tahun 2004)

Nominal

Dana Alokasi
Khusus Fisik
(X3)

Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 57
Tahun 2024 dijelaskan
bahwa Dana Alokasi
Khusus Fisik (DAK

DAK Fisik= DAK Reguler
+ DAK Penugasan + DAK

Afirmasi

Nominal
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Fisik) merupakan dana
yang bertujuan untuk
mendukung
pembangunan/pengad
aan sarana dan
prasarana layanan
publik Daerah sebagai
upaya untuk mencapai
prioritas nasional,
mempercepat
pembangunan Daerah,
mengurangi
kesenjangan layanan
publik, dan/atau
mendorong
pertumbuhan
perekonomian Daerah

otonom.

(Perpres No. 57 Tahun
2024)

Dana Alokasi
Khusus
Nonfisik
Operasional

Kesehatan

(X4)

Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
204/PMK.07/2022
Dana Bantuan
Operasional
Kesehatan (DBOK)
merupakan DAK
Nonfisik bidang
kesehatan dengan
tujuan meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan dan

mendukung kegiatan

DBOK= BOK Dinas +
BOK Puskesmas

(PMK Nomor
204/PMK.07/2022)

Nominal
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operasional di bidang
kesehatan yang ada di
daerah sesuai dengan
program prioritas
nasional bidang

Kesehatan.

Dana Alokasi
Khusus
Nonfisik
Operasional
Pendidikan
(X5)

Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
204/PMK.07/2022
yang menyatakan
bahwa Bantuan
Operasional
Pendidikan (BOSP)
merupakan bagian dari
DAK non Fisik yang
bertujuan untuk
mendukung biaya
operasional non
personalia satuan

pendiddikan

Dana Bos + Dana BOP
PAUD + Dana BOP

Kesetaraan

(PMK Nomor
204/PMK.07/2022)

Nominal

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Kothari C.R. (2004) analisis deskriptif merupakan penelitian

yang berkaitan dengan prediksi spesifik, narasi fakta dan karakteristik individu,

kelompok, atau situasi tertentu. Analisis deskriptif bertujuan untuk memperoleh

informasi yang lengkap dan akurat dengan ketentuan yang cukup untuk

perlindungan terhadap bias dan harus memaksimalkan keandalan sehingga

bersifat kaku dan tidak fleksibel.
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3.4.2 Metode Estimasi Data Panel

Menurut Gujarati & Porter (2015) regresi data panel adalah teknik regresi
yang menggabungkan antara data cross-sectional dan data time series untuk
menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan efisien. Terdapat tiga model
pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengestimasi regresi data panel, yaitu
Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect
Model (REM). Ketiga model ini penting untuk dilakukan karena masing-masing
model memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangkap variasi data antar

individu, wilayah, maupun waktu.

3.4.2.1 Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model adalah model yang paling sederhana untuk
mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data
time series dan cross section sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya
perbedaan waktu dan individu (entitas). Pendekatan yang dipakai adalah metode
Ordinary Least Square (OLS) sebagai teknik estimasinya. Common Effect Model
mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata

lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

3.4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model adalah model yang menunjukkan walaupun intersep
mungkin berbeda untuk setiap individu (entitas), tetapi intersep individu tersebut
tidak bervariasi terhadap waktu (konstan). Jadi, Fixed Effect Model diasumsikan
bahwa koefisien slope tidak bervariasi terhadap individu maupun waktu (konstan).
Pendekatan yang dipakai adalah metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai
teknik estimasinya. Keunggulan yang dimiliki metode ini adalah dapat
membedakan efek individu dan efek waktu serta metode ini tidak perlu

menggunakan asumsi bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel

bebas.

3.4.2.3 Random Effect Model (REM)
Random Effect Model merupakan metode yang akan mengestimasi data

panel di mana variabel gangguan (residual) mungkin saling berhubungan antar
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waktu dan antar individu (entitas). Model ini berasumsi bahwa error term akan
selalu ada dan mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section.
Pendekatan yang dipakai adalah metode Generalized Least Square (GLS) sebagai
teknik estimasinya. Metode ini lebih baik digunakan pada data panel apabila

jumlah individu lebih besar daripada jumlah kurun waktu yang ada.

3.4.3 Pemelihan Model Regresi Data Panel

Pada dasarnya dalam menentukan model regresi data panel terdiri dari tiga
pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan
Random Effect Model (REM), maka selanjutnya diperlukan pemilihan model
manakah yang paling tepat secara statistik untuk mengestimasi persaman regresi
data panel. Terdapat tiga pengujian dalam menentukan model yang akan
digunakan dalam regresi data panel, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji
Lagrange Multiplier (LM).

3.4.3.1 Uji Chow

Uji chow adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan
terbaik antara model pendekatan Common Effect Model (CEM) dengan Fixed
Effect Model (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan

keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas untuk cross section F > nilai signifikan 0,05 maka
H, diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Common
Effect Model (CEM).

2. Jika nilai probabilitas untuk cross section F < nilai signifikan 0,05 maka
H, ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Fixed
Effect Model (FEM).

Hipotesis yang digunakan adalah:
H, :tidak terdapat perbedaan efek individu (CEM)

H; : Terdapat perbedaan efek individu (FEM)
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3.4.3.2 Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian yang digunakan untuk memilih
pendekatan terbaik antara model pendekatan Random Effect Model (REM) dengan
Fixed Effect Model (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan

keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas untuk cross sectionrandom > nilai signifikan 0,05
maka H,, diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah
Random Effect Model (REM).

2. Jika nilai probabilitas untuk cross sectionrandom < nilai signifikan 0,05
maka H,, ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah
Fixed Effect Model (FEM).

Hipotesis yang digunakan adalah:
H, :Tidak terdapat korelasi antara eror individu dengan variabel bebas (REM)
H; : Terdapat korelasi antara eror individu dengan variabel bebas (FEM)

3.4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji lagrange multiplier adalah pengujian yang digunakan untuk memilih
pendekatan terbaik antara model pendekatan Common Effect Model (CEM)
dengan Random Effect Model (REM) dalam mengestimasi data panel. Random
Effect Model dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang digunakan untuk menguji
signifikansi yang didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Dasar

pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai cross section Breusch-Pagan > nilai signifikan 0,05 maka H,
diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Common
Effect Model (CEM).

2. Jika nilai cross section Breusch-Pagan < nilai signifikan 0,05 maka H,
ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Random
Effect Model (REM).
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Hipotesis yang digunakan adalah:
H, : Tidak terdapat hubungan variansi residual, maka model terbaik CEM
H, : Terdapat variansi hubungan residual, maka model terbaik REM

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Gujarati & Porter, 2015), Common Effect Model (CEM) dan
Fixed Effect Model (FEM) menggunakan pendekatan ordinary least Square (OLS)
sehingga diperlukan uji asumsi klasik. Sedangkan Random Effect Model (REM)
menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS) yang memiliki
keunggulan dalam memperoleh estimasi yang tidak bias, konsisten, dan varians
yang minimal sehingga menghasilkan model penduga yang lebih baik, maka tidak

perlu dilakukan uji asumsi klasik (Hijrawati dkk., 2022; S. A. Putri dkk., 2025).

3.4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan
apakah suatu data pada variable bebas dan variable terkait dalam persamaaan
regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini model yang
digunakan untuk mendeteksi uji normalitas ialah dengan uji jarque-bera dengan

dasar pengambilan keputusan:

l. Jika nilai probability jarque-bera > 0,05, maka data terdistribusi normal
2. Jika nilai probabilitas jarque-bera < 0,05, maka data tidak terdistribusi
normal

3.4.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui
apakah model regresi terdapat hubungan antar variable bebas (independen). Jika
terdapat variable independent yang saling berkorelasi, maka variable-variable ini
tidak ortegonal atau nilai korelasi anter variable independen adalah nol. Untuk
menentukan apakah terjadi multikolonieritas pada penelitian ini didasarkan pada

kriteria berikut:
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1. Jika nilai tolerance VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas

2. Jika nilai tolerance VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas

3.4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah
terdapat hubungan dalam model regresi linear antara residu dari periode t dan
residu dari periode t-1, atau data yang dipengaruhi oleh data sebelumnya. Salah
satu cara untuk mendateksi adanya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson
(DW test). Pengambilan Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan

kriteria:

1. Jika nilai DW< dL, maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika nilai DW > (4dL), maka terjadi autokorelasi negatif.
3. Jika nilai DW berada diantara dL dan (4-dU), maka tidak terjadi

autokorelasi.

3.4.4.4 Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance residual satu pengamatan tetap,
maka disebut homokedasitas, tetapi jika berbeda maka disebut heteroskedasitas.
Model regresi yang baik adalah terjadinya homokedasitas dan tidak terjadinya
heterokedasitas. Untuk menguji heterokedastisitas dapat menggunakan uji

Breusch-pagan, uji glejser, uji white, dan grafik plot dengan ketentuan:

1. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka model regresi terjadi heterokedasitas.
2. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi tidak terjadi
heterokedasitas.

3.4.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi yang menggunakan data panel disebut dengan model
regresi data panel. Menurut Gujarati & Porter (2015) regresi data panel adalah
teknik regresi yang menggabungkan antara data cross-sectional dan data time

series untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan efisien. Regresi data
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panel lebih unggul dalam memberikan variabilitas, lebih sediki kolonieritas antar
variable, dan lebih banyak derajat kebebasan. Sehingga pada penelitian ini
menggunakan regresi data panel, dengan data cross-sectional 34 Provinsi di
Indonesia dan data time series tahun 2020-2024. Berdasarkan penjelasan tersebut,

maka model analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yie = Po + p1.Xais + p2Xois + f3X5i + faXais + f5X5i + €it

Di mana:

Y : Indeks Gini

Lo : Konstanta (intercept)

bi- s : Koefisien Regresi

Xi : Dana Bagi Hasil

Xo : Dana Alokasi Umum

X3 : Dana Alokasi Khusus Fisik

Xa : Dana Alokasi Khusus Non Fisik Operasional Kesehatan
Xs : Dana Alokasi Khusus Non Fisik Operasional Pendidikan
€ : Eror Term

1 : Provinsi

t : Tahun (2020-2024)

3.5 Pengujian Hipotesis
3.5.1 Uji T-stastistik

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh untuk masing-
masing variabel independen secara parsial terhadap variabel independen (X1, X2,
X3, X4, dan X5) terdapat pengaruh yang signifikan secara individu terhadap
variabel dependen (Y) dengan melihat hasil koefisien dalam perhitungan regresi.

Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah variabel independen (X)
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memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau tidak dengan cara sebagai

berikut:

1. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka H, diterima artinya tidak
terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel
dependen.

2. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka H, ditolak artinya terdapat

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi yaitu, koefisien determinasi (R%) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi berada antara nilai 0 dan 1. Nilai R* yang
kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel



BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa kelima jenis dana perimbangan yang diteliti, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa
peningkatan DBH mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar
daerah. Semakin besar penerimaan DBH yang dikelola dengan baik oleh
daerah, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan
peningkatan layanan publik. Temuan ini konsisten dengan teori
federalisme fiskal serta tujuan desentralisasi fiskal yang mendorong
keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan alokasi DAU berkontribusi
terhadap pemerataan keuangan daerah dan penurunan kesenjangan
ekonomi antar wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa DAU berperan
penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah dan penyediaan layanan
publik yang lebih merata, sehingga mendukung tercapainya tujuan
pemerataan ekonomi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) tidak berpengaruh signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun secara teoritis DAK Fisik
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diharapkan dapat mengurangi kesenjangan melalui pembangunan
infrastruktur dasar, namun dalam praktiknya efektivitasnya masih rendah
akibat rendahnya realisasi penyerapan anggaran, lemahnya perencanaan,
serta keterlambatan pelaksanaan proyek di daerah. Kondisi ini
menyebabkan DAK Fisik belum mampu memberikan dampak nyata
terhadap peningkatan pemerataan ekonomi antar daerah.

4. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) berpengaruh negatif tetapi
tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan DBOK memiliki arah yang
benar dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,
implementasinya masih menghadapi kendala administratif, rendahnya
koordinasi, dan kurangnya transparansi di tingkat daerah. Akibatnya,
manfaat DBOK belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama
kelompok berpenghasilan rendah, sehingga belum efektif dalam menekan
ketimpangan ekonomi.

5. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini menunjukkan
peningkatan dana DBOP belum mampu menciptakan pemerataan
pendidikan secara merata, bahkan cenderung memperlebar kesenjangan.
Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan dan manajemen
pengelolaan dana, serta adanya penyalahgunaan dana di beberapa daerah
sebagaimana dilaporkan oleh BPK (2024). Akibatnya, peningkatan
kualitas pendidikan hanya terjadi di wilayah yang memiliki kapasitas
manajerial lebih baik, sementara daerah tertinggal tetap mengalami

kesenjangan akses dan mutu pendidikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:
1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari
realisasi anggaran pemerintah dengan pendekatan kuantitatif, sehingga
penelitian ini belum dapat menggambarkan secara komperhensif terkait

efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana perimbangan, dan
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dampaknya langsung terhadap kondisi kesejahteraan dan ekonomi
masyarakat.

2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinassi, variable independent dalam
penelitiannini hanya mampu menjelaskan 7,91% variasi ketimpangan
pendapatan, yang disebabkan karena penelitian ini hanya berfoskus pada
variabel transfer dana pemerintah pusat, tanpa mempertimbangkan
variable lain seperti indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran,
dan tingkat investasi daerah yang juga memiliki peran penting dalam

mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian serta keterbatasan yang telah diidentifikasi,

maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh
terhadap mekanisme penyaluran dan penggunaan dana perimbangan, agar
lebih tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah
tersebut. Penguatan kemampuan Lembaga derah dalam perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan dana perlu ditingkatkan agar dana yang
diterima benar-benar mendukung program pengentasan ketimpangan.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana
perimbangan.

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan variabel
kontrol tambahan seperti IPM, tingkat investasi, belanja pemerintah daerah
per sektor, serta tingkat kemiskinan untuk memperoleh gambaran yang
lebih komprehensif. Perlu mempertimbangkan pendekatan campuran
kuantitatif dan kualitatif, agar dapat menggali lebih dalam tentang
tantangan implementasi dana perimbangan di daerah.

5.4 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, terdapat beberapa dana yang masih belum
sepenuhnya mencapai tujuan awalnya. Oleh karena itu, diharapkan temuan ini
menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah, yaitu:
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Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) telah
menunjukkan bahwa kedua dana tersebut berhasil berperan sebagai
instrumen pemerataan fiskal. Sehingga pemerintah perlu mempertahankan
serta mengoptimalkan penyaluran DBH dan DAU dapat diarahkan pada
pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk
memanfaatkan potensi daerahnya sehingga meningkatkan peluang
ekonomi lokal.

Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan kebijakan yang
lebih komprehensif dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerahnya.
Untuk DAK Fisik, pemerintah perlu memperbaiki lagi perencanaan dan
pelaksanaan proyek, seperti mempercepat proses administrasi dan
pelelangan proyek agar pembangunan tepat waktu dan anggaran bisa
segera direalisasikan. Selain itu, pengawasan terhadap proyek juga harus
diperkuat agar dana yang digunakan tidak disalahgunakan sehingga
masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan dan dapat meningkatkan
pendapatan. selanjutnya untuk DBOK dan DBOP, diperlukan perbaikan
tata kelola dengan meningkatkan transparansi, audit berkala, memperkuat
koordinasi antar instansi, dan akuntabilitas. Pemerintah juga perlu
memberikan pelatihan manajerial bagi pengelola dana agar penggunaan
lebih tepat sasaran. Penyaluran dan realisasi anggaran juga perlu
disederhanakan dengan sistem digital dan berbasis hasil kinerja supaya

mempercepat penyerapan dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
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